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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DEPOK
NOMOR : 700/  /Kpts/Kesbangpol/2022
tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA dan POLITIK KOTA DEPOK TAHUN 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DEPOK

Menimbang . 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah:

2. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah sehingga tedapat perubaan
format lampiran Indikator Kinerja Utama, perlu dilakukan perubahan
dan penetapan kembali Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Depok;

3. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
Surat Keputusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Depok;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat ||l Depok dan Kotamadya Daerah
Tingkat Il Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);

2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Ngara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

1.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun
2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);



Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;

17. Peraturan Walikota Depok Nomor 51 Tahun 2021 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

MEMUTUSKAN

Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Depok, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan
ini.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran

peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok untuk :

1) menetapkan rencana kinerja tahunan,

2) menyampaikan rencana kerja dan anggaran,

3) menyusun dokumen penetapan kinerja,

4) menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta

melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap

pencapain kinerja dileucine oleh setiap unit kerja dan disampaikan kepada

Sekretaris Daerah Kota Depok.

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Depok diberikan tugas untuk :

a) Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka
meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan
akuntabilitas kinerja.

b) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Keputusan ini dan
melaporkan kepada Sekretaris Daerah Kota Depok

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Depok,
Kepala Badan k€satuan Bangsa dan Politik

Drs. Abdul
Pembina Tk. |, IV/b
NIP. 19721126 199302 1 001




LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama OPD . BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2. Tugas : Membantu dalam melaksanakan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Wilayah Kota
Depok
3. Fungsi 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kota Depok
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,
penyelenggaraan politk dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di
wilayah Kota Depok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideclogy Pancasila dan wawasan kebangsaan,
penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitas organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kota Depok sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan
kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan
ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku,
umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitas organisasi kemasyarakatan, serta
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kota Depok
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kota Depok;

6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik Kota Depok;

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya

4. Indikator Kinerja Utama
INDIKATOR KINERJA
NO misi SASARAN STRATEGIS URAIAN KU PENJELASAN
1 2 3 4 5 6
1 |Formulasi Penghitungan :
Hasil Penilaian
Meningkatkan Tata Kelola 2 |Tipe Penghitungan :
Pemerintahan Dan Meningkatkan Pencapaian Nilai A Non Kumulatif
1 |Pelayanan Publik Yang SAKIP. ; HALSAOPFD B St
Modern Dan Partisipatif Inspektorat Kota Depk
4 |Penanggung jawab :
Sekretariat
1 |Formulasi Penghitungan :
persentase anggota Jumlah yg dikuatkan/jumlah sasaran
Mewujudkan Masyarakat *  |masyarakat - -
Yarg Raligite Dan‘ Menguatnya Ideclogi Pancasila apink dan ASN yeng 2 |Tipe Penghlt'ungan :
2 |Berbudaya Berbasis Dan Karakter Kebangsaan dlkuatklan . 100,00% Non Kumulatif
Kebhinekaan Dan Ideclogi Pancasila dan 3 |Sumber Data :
Ketahanan Keluarga Karakter Bidang Kesbang
Kebangsaannya 4 |Penanggung jawab :
Bidang Kesbang
1 |Formulasi Penghitungan :
Jumlah Partai Politik yang ;
Persentase melaksanakan pendidikan politik dan
Meningkatnya Peran Partai Politik ::;?go"ﬁm(":a?““ g:rig:mbanaan Etika serta budaya
Dan Lambaga 'Pendldllk_an Lembaga pendidikan Ti 2 >
3 Melalui Pendidikan Politik Dan oo aplen 100,00% ipe Penghitungan :
Pengembangan Etika Serta melalul pendidikan Non Kumulatif
Budaya Politik Polltk dan : Sumber Data :
Pengembangan Etika -
Serta Budaya Politik Bidang PDN dan rmas
Penanggung jawab :
Bidang PDN dan Ormas
Formulasi Penghitungan :
Jumlah ormas yang aktif melaporkan
kegiatan/Jumlah Ormas
Meningkatnya Pemberdayaan Persentase Ormas Tipe Penghitungan :
4 Dan Pengawasan Organisasi yang aktif dan 65,00% Non Kumulatif

Kemasyarakatan Berkinerja iurnber Data -

Bidang PDN dan Ormas
Penanggung jawab :
Bidang PDN dan Ormas




Meningkatnya Pembinaan Dan
Pengembangan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Indeks Kerukunan
Umat Beragama

1 |Formulasi Penghitungan :

Hasil Survey

2 |Tipe Penghitungan :

Non Kumulatif

3.20Poin |3 [sumber Data :

Survei index dengan indikator
identitas sosial ekonomi,dll

4 |Penanggung jawab :

Bidang Kesbang

Meningkatnya Kewaspadaan
Nasional Dan Peningkatan
Kualitas Dan Fasilitasi
Penanganan Konflik Sosial

Indeks Konflik 4
Sosial 166 Poin  ['3 TSumber Data :

1 [Formulasi Penghitungan :

Hasil Survey

2 |Tipe Penghitungan :

Non Kumulatif

Survei index dengan indikator
identitas sosial,ekonomi,dll

4 |Penanggung jawab :

Bidang Kesbang

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal : Januari 2022

KEPA|
UAN BAE::}SA DAN POLITIK

Y

BADAN KE

Drs. ABDUL RAHMAN, M.Si
Pembina Tk. | (IV/b)
NIP. 19721126 199302 1 001




